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ABSTRAK 
 
Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, S311508008, 2017, Politik Hukum 
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Baik di Pemerintah Paerah Kabupaten Wonogiri. 
Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji politik hukum pada pembentukan perundang-
undangan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini juga 
menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai wujud 
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif.  Bentuk penelitian ini adalah prespektif dan evaluatif. Sifat 
penelitian ini adalah eksplanatif dan eksploratif. Jenis dan sumber data pada 
penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan 
tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi 
Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi 
oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara 
filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang 
baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi 
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Setelah UU 
KIP diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya merupakan 
bentuk pelaksanaan pengakuan dan jaminan dari pemerintah terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi. UU KIP dibuat untuk mewujudkan 
hukum yang responsif yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial. 
Perlunya pelaksanaan Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik melalui 
kebijakan yang dibuat oleh semua Badan Publik tanpa terkecuali. Kemampuan 
mengelola informasi dengan sistem dan tata kelola yang baik menjadi faktor 
penting keberhasilan negara demokratis di era globalisasi. Hal ini didapatkan 
melalui penerapan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wonogiri perlu membangun sebuah sistem dalam kerangka 
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Sistem tersebut diwujudkan dalam 
kebijakan kepala daerah untuk mensinergikan masing-masing peran pemerintahan 
baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sampai ke 
pemerintahan desa dan sektor swasta. 
 
Kata kunci: politik hukum, keterbukaan informasi publik, tata kelola 
pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.  
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ABSTRACT 
 
Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, S311508008, 2017, Legal Policy of 
Public Disclosure to Create Good Governance at Regional Government of 
Wonogiri. 
Thesis: Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
This study examine the legal policy on legal formation of Public 
Disclosure to create good governance after the enactment Act of Public 
Disclosure Number 14 of 2008. This study also analyse the Policy of Regional 
Government of Wonogiri as the implementation of Public Disclosure. This 
research is normative research. Prescriptive and evaluative of the research. 
Eksplanative and eksplorative nature of the research.  The conceptual approach 
to the source material legal of primary, secondary and tertiary. Base on this study 
showed that the Act of Public Disclosure is a consequense of nation task as 
mandated in 1945 Constitution. Public Disclosure fulfillment as one of Human 
Rights which is guaranteed and protected by the state. Fulfillment of Public 
Disclosure has a philosohical, sociological and juridical meaning. Good 
Governance is requirement for each goverment to realize the aspirations of 
society and reach the goal as well as the aspirations of the nation. After the Act of 
Public Disclosure published and followed up with the implementing regulations is 
a form of recognition and assurance form the goverment to the citizen rights to 
gets information. The published of the Act of Public Disclosure to create 
responsive laws that involving public participation to participated in the state 
administration to realize the goal of social welfare. The need of implementation of 
legal policy of Public Disclosure through the policy made by Public Bodies 
without exception. The ablity to manage information with system and good 
governance became an important factor of the success of the democratic state in 
globalization era. This is obtained from responsible Public Disclosure 
implementation. The Regional Government of Wonogiri need to bulid a system 
within the framework of implementation of Public Disclosure. This system 
realized in the policy of regional head to synergize each role of government as 
central government, provinces government, regional government to village 
government and private sector. 
 
Keywords: Law policy, public disclosure, good governance, and regional 
autonomy. 
 
 
